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Abstrak 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan Pemerintah dan 

Pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan Disabilias (RIPD) yang terintegrasi 

dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Artikel ini mencoba menelaah lebih dalam 

mengenai bagaimana pengintegrasian RIPD ke dalam SPPN yang mencakup perencanaan pembangunan 

jangka panjang, menengah, dan tahunan baik di Tingkat pusat maupun di Tingkat daerah. Tantangan 

integrasi sebagai bagian dari upaya pengarusutamaan hak asasi penyandang disabilitas ke dalam proses 

perencanaan pembangunan nasional mulai muncul baik dalam proses penyusunannya hingga 

implementasinya. Dengan pendekatan kualitatif, artikel ini mencoba mengidentifikasi peluang terciptanya 

pembangunan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, serta gap yang terjadi antara RIPD dan SPPN 

baik di tingkat pusat maupun di Tingkat daerah. Hasil analisis mengindikasikan bahwa diperlukan 

mekanisme yang lebih jelas untuk memastikan pembangunan inklusif disabilitas terintegrasi secara 

sistematis dalam proses perencanaan pembangunan baik di Tingkat pusat maupun di Tingkat daerah. 

Dibutuhkan juga Tingkat pemahaman yang baik dari aparat pemerintah terutama perencana pembangunan 

mengenai inklusifitas penyandang disabilitas dan pentingnya partisipasi bermakna dari penyandang 

disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan. 

Kata Kunci: perencanaan pembangunan; pembangunan inklusif; penyandang disabilitas. 

 

Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities Through an 

Integrated Development Planning System in Central & Regional Levels 

 

Abstract 

Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities mandates the government and regional 

authorities to prepare a Master Plan for Disability Development (RIPD) that is integrated into the National 

Development Planning System (SPPN). This article seeks to examine in greater depth the integration of RIPD 

within the SPPN, encompassing long-term, medium-term, and annual development planning at both the 

central and regional levels. The challenges of integration, as part of efforts to mainstream the human rights of 

persons with disabilities into the national development planning process, are beginning to surface during both 

the preparation and implementation phases. Using a qualitative approach, this article aims to identify 

opportunities for creating more inclusive development for people with disabilities, as well as to explore the 

gaps that exist between RIPD and SPPN at both the central and regional levels. The findings indicate a need 

for a clearer mechanism to ensure that disability-inclusive development is systematically integrated into the 

development planning process at all levels. Additionally, there is a pressing need for a better understanding 

among government officials, particularly development planners, regarding the importance of inclusiveness for 

people with disabilities and the critical role of meaningful participation of persons with disabilities in the 

development planning process. 

Keywords: Development Planning; Inclusive Development; Person with Disabilities. 
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A. PENDAHULUAN 

Penyandang disabilitas merupakan salah satu 
kelompok yang memiliki keterbatasan, 
kerentanan, menghadapi stigma negatif di 
masyarakat, diasosiasikan dengan kelemahan, 
dan sering diabaikan dalam proses 
pengambilan keputusan. Disabilitas 
merupakan konsep yang terus berkembang 
dan disabilitas merupakan hasil interaksi 
antara penyandang disabilitas dengan 
hambatan sikap dan lingkungan yang 
menghambat partisipasi penuh dan efektif 
mereka dalam masyarakat secara setara 
dengan orang lain (UNCRPD, 2006). 
Penyandang disabilitas yang tinggal di 
lingkungan masyarakat perkotaan 
berpartisipasi lebih banyak dibandingkan 
penyandang disabilitas yang tinggal di 
lingkungan desa yang terpisah, namun tingkat 
partisipasi mereka masih jauh lebih rendah 
dibandingkan dengan orang yang bukan 
penyandang disabilitas (Verdonschot, de Witte, 
Reichrath, Buntinx, & Curfs, 2009). 
Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan 
yang menghalangi mereka untuk menjalankan 
otonomi mereka sendiri dan berpartisipasi 
secara penuh dalam semua aspek kehidupan 
mereka (Asia Pasific Forum, 2018) termasuk 
dalam perumusan kebijakan dan perencanaan 
pembangunan sampai kepada hal yang spesifik 
perihal dekonsentrasi dana serta pemerataan 
pembangunan (Nurparikha et al., 2023; 
Puspitasari dan Novira, 2022). Partisipasi 
penuh dalam kehidupan bermasyarakat bisa 
lebih sulit bagi mereka yang memiliki 
disabilitas (Gallagher, Smith, Hardy, & 
Wilkinson, 2012), Oleh karena itu, keterlibatan 
mereka dalam pengambilan keputusan harus 
menjadi prioritas(Wright, Turner, Clay, & Mills, 
2006). 

Sejak Pemerintah Indonesia meratifikasi 
Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang 
Disabilitas, atau Convention on The Rights of 
Person with Disabilities (CRPD) melalui 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 
tentang Pengesahan CRPD, maka pemerintah 
Indonesia menyepakati norma dan nilai 
internasional yang terkandung di dalamnya 
dan terikat dalam perjanjian internasional 
tersebut. Ratifikasi juga dapat diartikan bahwa 

Pemerintah Indonesia mengadopsi kodifikasi 
legislasi atas nilai dan standar internasional 
yang terkandung dalam CRPD (Samsul, 2020). 
Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2011 tentang Pengesahan CRPD menjadikan 
CRPD dan norma yang terkandung di dalamnya 
sebagai hukum positif di Indonesia. Komitmen 
Pemerintah Indonesia terhadap CRPD 
berlanjut dengan pengesahan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilias (UUPD), yang merupakan hasil 
perjuangan panjang penyandang disabilitas 
melalui Organisasi Penyandang Disabilitas 
(OPD) (Wardana & Dewi, 2017). Pengesahan 
kedua Undang-Undang ini merupakan catatan 
penting bagi penghormatan, perlindungan, dan 
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. 
Kedua momentum tersebut menjadi awal 
perubahan paradigma terhadap penyandang 
disabilitas, dari karitatif atau belas kasihan 
menuju hak asasi manusia, dari obyek menjadi 
subyek pembangunan. UUPD mengatur 
suluruh rumpun hak asasi manusia yang 
dimiliki penyandang disabilitas beserta 
kekhususannya, serta upaya pengarusutamaan 
isu penyandang disabilitas dalam seluruh 
aspek kehidupan sosial termasuk dalam proses 
perencanaan pembangunan yang didorong 
untuk lebih inklusif terhadap penyandang 
disabilitas. 

Perencanaan pembangunan atau perumusan 
kebijakan yang berimplikasi pada kehidupan 
masyarakat seharusnya bersifat partisipatif 
dan inklusif, oleh karenanya partisiapasi 
masyarakat memegang peranan penting dalam 
proses perumusan kebijakan atau dalam 
perencanaan pembangunan, termasuk 
partisipasi penyandang disabilitas (Afandi et 
al., 2021; Anomsari dan Mursalim, 2020; 
Anomsari dan Abubakar, 2019; Dawud et al., 
2019). Seperti kampanye slogan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan atau sustainable 
development goals (SDGs) yaitu “no one left 
behind” atau slogan “nothing about us without 
us” pada dasarnya mengkampanyekan arti 
penting partisipasi bermakna dari masyarakat 
dalam perumusan kebijakan atau perencanaan 
pembangunan yang pada akhirnya akan 
mempengaruhi kehidupan mereka. 
Pendekatan inklusifitas, dimana keterlibatan 
seluruh elemen masyarakat dalam partisipasi 
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publik menjadi sangat relevan dan penting 
(Wright et al., 2006). 

Dalam Pembukaan, CRPD menegaskan tentang 
pentingnya pengarusutamaan isu-isu 
disabilitas sebagai bagian integral dari straegi 
yang relevan bagi pembangunan yang 
berkesinambungan. UUPD dalam 
keterkaitannya dengan pembangunan inklusif 
bagi penyandang disabilitas, dalam Pasal 27 
mengamanatkan bahwa Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah wajib menyusun 
perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi 
tentang pelaksanaan penghormatan, 
perlindungan dan pemenuhan hak penyandang 
disabilitas yang dituangkan dalam sebuah 
dokumen rencana induk. Mandat ini kemudian 
dituangkan dalam peraturan implementasinya, 
yakni Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 
2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, 
dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, 
Perlindungan, dan Pemenuhan Hak 
Penyandang Disabilitas. Berdasarkan 
Peraturan Pemerinah ini, pelaksanaan 
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan 
hak penyandang disabilitas dituangkan dalam 
dokumen perencanaan dan penganggaran 
pembangunan yang dikenal dengan Rencana 
Induk Pembangunan Disabilitas (RIPD) yang 
penyusunannya mengacu pada CRPD, Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable 
Development Goals (SDGs), dan SPPN. Posisi 
RIPD berdasarkan Peraturan Pemerintah 
tersebut melengkapi SPPN dan menjadi acuan 
dalam penyusunan perencanaan 
pembangunan yang lebih inklusif bagi 
penyandang disabilitas. 

Pengintegrasian RIPD ke dalam SPPN 
memberikan warna baru dalam penyusunan 
dokumen perencanaan pembangunan, baik di 
Tingkat pusat maupun di Tingkat daerah, 
kajian ini mencoba menelaah pengintegrasian 
tersebut dengan melihat pada 3 tiga sudut 
pandang yang berbeda, yaitu konteks 
perumusan RIPD yang melengkapi SPPN, 
konten masing-masing dokumen secara umum, 
dan prakik penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan yang terkait. artikel tersebut. 

B. METODE  

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan menggunakan metode studi literatur. 
Membandingkan koteks penyusunan Undang-
Undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas sebagai peraturan payung dari 
penyusunan RIPD, membandingkan konten 
RIPD dan dokumen turunannya, termasuk 
Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas 
(RAN PD) dan Rencana Aksi Daerah 
Penyandang Disabilitas (RAD PD), serta 
mendeskripsikan praktik empiris yang terjadi 
saat ini berdasarkan laporan-laporan institusi 
pemerintah dan organisasi penyandang 
disabilitas terkait penyusunan perencanaan 
pembangunan. 

C. PEMBAHASAN  

Konteks Penyusunan RIPD dan Kontennya 

Penyusunan RIPD mengacu pada 3 instrumen 
kunci lainnya, yaitu: 

1. CRPD 

CRPD merupakan dokumen pejanjian 
internasional pertama yang mengatur secara 
komprehensif tentang hak-hak penyandang 
disabilitas, dan termasuk dokumen yang 
mengikat secara legal bagi negara-negara pihak 
yang menandatangani dan meratifikasinya 
(Clair, 2020). Sampai dengan Agustus 2024, 
dokumen perjanjian internasional ini telah 
ditandatangani oleh 164 Negara, dan 
diratifikasi oleh 191 Negara pihak, paling 
banyak diantara dokumen perjanjian 
internasional lainnya (United Nations, 2024). 
Diratifikasinya CRPD di banyak negara di dunia 
mengindikasikan bahwa nilai dan norma yang 
terkandung di dalamnya bersifat universal dan 
banyak diterima oleh negara-negara pihak, 
meskipun di dalamnya terdapat klausul yang 
menjadikan negara pihak terikat secara legal 
(legally binding), termasuk kewajiban 
memberikan laporan secara periodik kepada 
komite CRPD terkait implementasi CRPD di 
masing-masing negara pihak. Lahirnya CRPD 
merupakan momen krusial dari instrument 
penting bagi masyarakat sipil dalam 
membangun pendekatan hak asasi manusia 
terhadap penyandang disabilitas, Dimana 
sebelumnya selama lebih dari 7 dekade, 
masyarakat luas menggunakan pendekatan 
belas kasihan (charity) dalam memandang 
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penyandang disabilitas (Samararatne, 2020). 
Indonesia merupakan salah satu dari negara-
negara yang paling awal menandatangani CRPD, 
yaitu pada tanggal 30 Maret 2007, dan 
meratifikasinya pada 30 November 2011 
(United Nations (UN), 2024). Melalui ratifikasi 
ini Pemerintah berkomitmen untuk 
menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-
hak penyandang disabilitas dan mengikatkan 
diri pada perjanjian ini dan menjalankan 
kewajiban-kewajiban yang terkandung di 
dalamnya, termasuk memberikan laporan 
periodik terkait pelaksanaan CRPD di 
Indonesia. Sebagai sebuah dokumen perjanjian 
internasional yang paling banyak diterima di 
negara-negara di dunia, dan menjadi titik 
berangkat perubahan paradigma dan cara 
pandang terhadap penyandang disabilitas, 
maka sudah selayaknya RIPD mengacu pada 
norma-norma yang erkandung dalam CRPD. 

2. SDGs 

Selain komitmen terhadap penghormatan, 
pelindungan dan pemenuhan HAM bagi 
penyandang disabilitas melalui ratifikasi CRPD 
dan pengesahan UUPD, Pemerintah Indonesia 
juga berkomitmen melaksanakan tujuan 
pembangunan berkelanjutan melalui Peraturan 
Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan. Sejalan dengan semangat SDGs 
yang tidak meninggalkan siapapun (no one left 
behind), secara implisit, penyandang disabilitas 
menjadi target dalam indikator SDGs, teruama 
pada tujuan ke 1 (mengakhiri kemiskinan), 
tujuan ke 4 (jaminan kualitas Pendidikan yang 
inklusif), tujuan ke 8 (pertumbuhan ekonomi 
yang inklusif dan pekerjaan yang layak), tujuan 
ke 10 (mengurangi kesenjangan intra dan antar 
negara), tujuan ke 11 (kota dan pemukiman 
inklusif), tujuan ke 16 (akses keadilan untuk 
semua). 

3. SPPN 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
mengatur tentang serangkaian proses 
perencanaan pembangunan nasional baik 
dalam jangka panjang, menengah, dan pendekdi 
berbagai tingkatan pemerintahan (pusat dan 
daerah). Disebutkan dalam PP70/2019 bahwa 

RIPD mengacu pada SPPN, sedangkan 
penjabaran program dan kegiatan dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan 
Daerah (RPJMN dan RPJMD) dan Rencana Kerja 
Pemerintah, baik di Tingkat pusat maupun 
daerah (RKP dan RKPD) perlu mengacu pada 
RIPD. RIPD menjadi pelengkap SPPN dalam 
mewujudkan pembangunan inklusif bagi 
penyandang disabilitas. 

Skema RIPD yang mengacu pada SPPN dan 
menjadi pelengkap dalam SPPN, serta 
RPJMN/RPJMD dan RKP/RKPD yang 
diharuskan mengacu pada RIPD menjadikan 
skema perencanaan pembangunan seperti yang 
terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

 
Gambar 1. Bagan Kedudukan RIPD Dalam 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.  

Sumber: Peraturan Pemerinah Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan 

Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, 

dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

 
Tabel 1.  Konten RIPD, RPJMN 2020 – 2024, dan 
RKP 2024 
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Sumber : RIPD, RPJMN 2020 – 2024, RKP 2024. 
 
Meskipun dinyatakan bahwa RIPD menjadi 
acuan dalam penyusunan RPJMN dan RKP 
namun secara konten, RPJMN 2020 – 2024 dan 
RKP 2024 belum sepenuhnya mengacu pada 
sasaran strategis dari RIPD. Hanya Sebagian 
kecil dari sasaran strategis RKP yang berkaitan 
dengan hak dasar seperti Pendidikan dan 
Kesehatan, meskipun tidak secara spesifik 
menyasar penyandang disabilitas sebagai 
kelompok rentan yang perlu diberikan 
perlakukan khusus. 

Dokumen turunan dari RIPD, yakni RAN PD dan 
RAD PD juga belum sepenuhnya menjadi acuan 
dalam penyusunan penjabaran program dan 
kegiatan yang ada pada RPJMN/RPJMD, 
RKP/RKPD, serta rencana strategis 
Kementerian/Lembaga, serta unit perangkat 
daerah. 

Implementasi 

Praktik penyusunan perencanaan 
pembangunan baik di tingkat pusat maupun di 
tingkat daerah belum sepenuhnya melibatkan 
penyandang disabilitas secara bermakna 
terutama di daerah-daerah yang tidak memiliki 
basis pengorganisasian penyandang disabilitas 
yang kuat, serta wilayah-wilayah dimana aparat 
pemerintah daerahnya masih menggunakan 
paradigma lama dalam memandang 
penyandang disabilias sebagai obyek 
pembangunan, bukan sebagai subyek 
pembangunan. 

Hasil riset Formasi Disabilitas dalam Catatan 
Tahunan 2022 – 2023, menemukan bahwa 
keterlibatan penyandang disabilitas dalam 
Forum Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) atau dalam 
forum-forum perencanaan pembangunan di 
semua level pemerintahan, menyatakan bahwa 
60% penyandang disabilitas dilibatkan namun 
hanya bersifat formalitas, 30% merasa bahwa 
hanya beberapa atau ragam disabilitas tertentu 
saja yang dilibatkan, dan 10% merasa pernah 
dilibatkan beberapa kali, namun sudah tidak 
lagi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir 
(Formasi Disabilitas, 2024). Di Kabupaten 
Gunung Kidul, partisipasi penyandang 
disabilitas dalam proses perencanaan 
pembangunan hanya sebagai formalitas, dan 
terhambat oleh sarana prasarana yang tidak 
aksesibel, seperti gedung dan ruangan yang 
digunakan, dan ketiadaan juru bahasa isyarat 
(Bharata, Rani, Priyono, & Novitaningtyas, 
2021). 

Hal ini memperegas bahwa perlu adanya 
penguatan organisasi penyandang disabilitas 
dan peningkatan pemahaman dan sensitivitas 
aparat pemerintah daerah terkait dengan 
aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap 
forum-forum perencanaan pembangunan di 
semua sektor dan semua level pemerintahan. 

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI 

Secara umum diketahui bahwa 
pengintegrasian RIPD ke dalam SPPN belum 
sepenuhnya bersinergi, harmonis dan efektif. 
Apabila merujuk pada definisi pembangunan 
inklusif disabilitas dalam Pasal 1 PP70/2019 
adalah pembangunan yang mengintegrasikan 
pengarusutamaan dan keterlibatan 
Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan 
penerima manfaat pembangunan dalam 
seluruh tahapan pembangunan meliputi 
Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, 
pemantauan, dan Evaluasi. Terlihat dari sisi 
konten, integrasi belum sepenuhnya terjadi 
antara RIPD dan SPPN serta penjabaran 
program dan kegiatan pada RPJMN/RPJMD dan 
RKP/RKPD.  

Ditinjau dari segi implementasi, cita-cita 
keterlibatan secara penuh penyandang 
disabilitas dalam proses perencanaan 
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pembangunan belum sepenuhnya terjadi, 
pelibatan penyandang disabilitas dalam forum-
forum perencanaan pembangunan hanya 
sebatas formalitas, terutama daerah-daerah 
yang tidak memiliki basis organisasi 
penyandang disabilitas yang kuat. Hal ini 
tentunya akan menjadi perhatian penting yang 
harus ditindaklanjuti oleh para stakeholder 
pembangunan di Indonesia agar dapat 
menyelaraskan tujuan pembangunan nasional 
sampai kepada akar rumput dan berorientasi 
pada peningkatan manfaat bagi seluruh 
masyarakat. 
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